
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2OO8

PERi{TU&AN DAEMH IGBUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 1 TAHUN2OOs

TENTANG

ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAT.I MHI'AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA'

. a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pernerintiah Nomor

41 Tahun iCnZ tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah pedu ditinjau kembali ;

b. bahr,ra befiubung dengan maksud pada huruf a, perlu

ditebpkanPeraturanDaerahtentangorganisasidanTata
Keria Dinas Daerah Kabtrpaten Buton tltara;

: 1. Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelengganaan Negana yang Bersih dan Bebas dari

Konrpsi, Xolusi Oan Nepotisme (Lembaran Negan Republik

lrdorpsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Nornor3851)

2. Urdarg+ndang Nomor 43 Tahun 1999 tentarg Perubahan

Atas Undang+ndang Nomor 8 Tahun 1974 tentarg

PokokPokok-Kepegawaian (Lembaran Negala Republik

trdonesiaTahunlgggNomor169,TambahanLembaran
Negara Repubflrk lndorpsia Nomor 3890) ;

3. UndarU-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

pembentutan Perdrran Perundangudangan (Lembanan

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norpr 53,

tanUanan Lembaran Negana Nomor4389) ;
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4. Undang-undang Nomor 32 T$rn^ 2m1 tenr{E

Pemerintahan orroiir"tto#n Hesra lry* lrsn*tr

Tahun 2004 uoti"iil]iil*i" 'Lensran 
t'leFra

Nomor aa34 seoagaitil ;il'';ryn ftt* unisq-

undang Nomor g tXil''i0o; ittttF 
-.* 

Perstns'

Penretintah P.ngg rli"in*9,il-ti -tentang Perafuran Pemerintah lilerF0l.

(Lembaran Negara Rtp'fii*ft";us r?P 2005 NTror

108, Tambahan remualn r'rEt" Honror 15{8);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun.. 200i tentang

Pembentukan Ktbtp;; a;on u; (Lembaran I'legara

Republik rnoonesiailn'n 
-iooz 

t'bnror 16' Tamb$pn

Lembaran Negara Nomor4690) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T?.hT 19ss tenFrq

Koordinasi xaiatanlnst"ili'il"t'rtr di Daerah (Lembaran

Nesara Republik 
'#"#;t'"i;t"{;y Nomor 'u'

Tambahan Lembaran Negara Nornor JJIJ 
''

7. Peraturan Pemerintah flo*' 100^.tahun 2000 tentang

Pensanskatan pri*'i'"r'j*'n -,tlql ffi:Trri:Sfii
St uitrot(Lembarai Negara Republik lndot

8.

o

Nonror 197);

Peraturan Pemerintah Nonpr 9 Tahun- 2003 tentiang

wewenang Pengangkatan,"'Jt'ni'ntn dan-Pembertnntian

pegawai Neseri sipil Gilb#'ii*tf ry1|ik 
lrrdonesn

Tahun 2003 Nornor 15, iHffi;niituton Nesaftr Nomor

a2$);
Penaturan Pemerintah Nomor 38 Tahun-'T$:llilH,
pmOtgi,,n 

-UtIn 
Pemedntahan Anbra. rtli"i;qnb;;;hh Daerah Provinsi, dan Pemennu

Kabupatenfiota (r-rrn#on "Ntg;o .rytTk 
lndonesta

Tahun 2007 Nomor gz,T;tlti'u'ilemuaran Negara Nomor

;'.il;. Pemerintah N*P' 11 ]*:-ffi.fr:ffi
' 

o 
Fml .i#",$1':ilfi g*r*1x"E"iff,flfi
R$:nf 'ffiffi 

;il'Jf 
-fiei-W 

*j'Iil*n"m#5'ffiffi'#ffi'''i#* it"'*' 47 41t:

'rlt,.ts;"lrffir*ru,-r"-" 
Hatotgrt I dltt 19
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

KewenanganPemerintahanDaenahKabupatenButonUtara.

Dengan PersetuJuan Bereama

PERWAKITSNRAIfiATDAER.AHKABUPATENBUToNUTARA

dan :'

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSIGN:

:PEMTURANDAER,A}TIGBUPATENBUToNUTARATENTANG. 
bCGAI|ISISI OruT TATA KERJA DINAS DAERAH IGBUPATEN

BUTON I'TARA

BA8 I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ieraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

adalah Daerah Kabupaten Buton Uhra ;

Daerahada|ahPernerintahDaerahlGbupatenBubntjtara;

adalah BupatiBubn utan ;

Daerrahda|ahBupatidanpenangkatdaerahsebaga|unsur
Pernerintahan Daerah;

dmnah adalah oganlsasi/Lsmb4a pada Pemerintah Daerah yarg

;-i,r*b k p.da 
-Kepata 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan

Daerah adahh ursur pelsksap Penpdnbh Daerah;

Pe|aksanaTeknlsDirrasyangsetanJuhyadis|ngkat(UPTD)adalah
sana opertastonat Onas/ Lembaga Teknls Daerah;

Fungsional adalah Jababn fungslonal yang berada dalam lingkup

Dasrah;

adalatr Tfrgkatan Jabatan Sbuklunal.



ffi

BAB II

PEMBENTUI(AN

Pasal 2

Penafuran Daerah inidibentuk Organisasidan Tah Kerja Dinas Daerah'

Daenah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai

kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah'

I Struktur Organisasi Dinas Daerah seb4aimana tercatum pada Lanplnn'ii 
,trng mirupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan

ini.

t4as, fungsi dan bta kerJa sebagalmana dimaksud pada ayat (2)' diatur

lanJut dengan Peraturan BuPati.

BAB III

KEDUDUIGN, TUGAS DAN FUNGSI

Pagal 3

Daenah adalah unsurPalaksana Daerah ;

Daenah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab

Bupati,
Pagal tl

.Oaenan memPunYai tugas membantu Bupati dalam menYebnggarakan

hrgas Pemerinhhan Daerah.

Pacal 5

mlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinm Daerah

n fungsi :

Kebijakan Daenah, Kebijakan Pelaksanaan dan Kebljakan Teknis

;

urusal pemerinbhan sesud dengan bHang t'€asnya ;

kekayaan daer:ah yarg menJdltanggung Jawahya ;

atas pelaksanaan tugasnys;

trasil erraluasi, saran dan pertimbangan dlbHang tgas dan

i derqan t{as dan
kepada Bupati;

trgas lain yarq diberikan Bupali sesuai

utfrJl,ft,4,,'t!l,rl{.p,tuU''t--""""' "' E lm 2lsl 19



Daerah Terdiridari :

Pedtdikan;'ir^,nt, 
olah Raga, Kebudayaan dn Pariwisata ;

-tttnas Kesehatatt:

blr" i*,r' Tenasa Keria dan^t:i1^-^i,
nunikasi d u lnformatika ;

}inas Perhubungan' Kot

Dinas Pekefiaan Unum ;

oinas Pedndusfrian, Perdagangan' Kqpenasi.Us tlt ::!::Menengah 
;

: "i#,'i;^;;;;;, ;;*^r'* K'y?y*dan Asset Daenh ;

1-0irr; Kependudukan dan Cdtatan-Slp! ', - .

Paftnian, Petemakan dan Pedcebunan ;

Pasal 6

Brglan Pertama

Dlnrc Pandldlkan

Pagal 7

melaksanakan
Bupati melalui

dalam rnenYelenggarakan
PendHikan rnempunyai hrgas membantu guptt

ilffi;;'i.*ti'naritn o tuid ang Pend idikan'

Pasal 8

me|aksanakantug6sebaga|manadimaksudda|amPasalT,DinasPerrditJikan

keb[akan teknls dibHam Perdldikan'

Urrsan Pemerinbhan sesuai bldang h4asnya'

.p*O.d n Peridnan dan Pelatsanaan Pelayarun Umum'

=;;il. 
n*.0 uPTD dan kelompoftFahn tunssbnal'

D&nasKeltutnan;



,i:ir

barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

ketata usahaan Dinas.

atas pelaksanaan tugasnya.

tugas lain yarp diberikan BuPati,'' 
Baglan Kedua

Dlnas Pamuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Parlwlsata

Paeal 0

dan Olah Raga, Kebdayaan dan Parhrlsata'

Pasal l0

n lagoran hmil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas

fepida Bupati;

rrda, olah Raga, lGbudayaan dan Pariwisah mempunyaitugas membantu

datam menyelenggarakan sebaglan urus8n Pemerinhhan dibldang

il<sanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas P6muda,

KeMayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

kebijakan teknis dibldang Kepemudaan dan Oah Raga, Kebudayaan

Urusan Pemerintahan sesual bidang tugasnya'

Perizinan dan Pehksanaan Pelayanan Umum.

brtradap UPTD dan kelompokJabatan fungslonal.

banang milik / kekayaan daerah yang menJadibnggung jawabnya'

keHa usafnan Onas.

atas pelaksanaan t gasnya.

laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dlbldang bgas

kepada Bryati;

tugas laln yarB diberikan BuPati.

uEt&lt !eL&lryr rctrlr"""""' "' E ldllrl" 3 &tl 19



Baglan Ketlga

Dlnae Kesehatan

Pagal 11

memPunyai tugas membantl BuPati

pemerinaitan dibidang Kesehatan'

Paeal l2

dalam menYelenggarakan

dalam Pasal 11 diatas, Dinas
tugas sebagaimana dimaksud

larakan fungsi :

kebllakan teknls dibldang Kesehatan'

Urusan Pemerintahan sesual bldang h$asnya'

Perizinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum'

ketata usahaan Dinas'

i',rngiinvt kePada BuPati'

hrgas lain yang diberikan Bupati'

Baglan KeomPat

Dlnar Sorlal, Tenaga Kerla' dan Tranrmlgnel

Prerl 13

?an tnansmtgrast.

Paralltl

brhadap UPTD dan kelompkiabatan fungsional'

r banang milik / kekayaan daerah yarp menjaditanggung Jawabnya

atas Pelaksanaan tugasnYa'

tn laponn hasil evaluasi' saran' dan pertmbangan dibidang tugas

- tunyal hlgas membantu BuPati

,S*lat, Ten4a Frefa, dan Tnansmlgrasl meml

L menyeterygaratgn Jfi.n 
*ffi;l"pemrririunan 

dibldang Soslal, Tenaga

nelaksanakan hrgas sebagaimana diryf-u1.-dtLm Pasal 13' Dinas Sosial'

iiiltfll*inansiirg*l ffiplenesarakan tunssl I ,o'
kobflakan Teknb dibidang Sosial' Tenaga Frefla' dan Tnammigrasi;

Unsan Pemednbhan sard Hdang tJgasnya;



#il
i

bantuan sosial, Perizinan dan pe|aksanaan Pe|ayanan Umum;

terhadap UPTD dan kelompok jabatan tungsional;

banng milik / kekayaan daorah yang menjadi bnggung jawabnya;

ketata usahaan Dinas;

atas Pelaksanaan tugasnYa;

lapnan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas

kepada BuPati;

tugas lain Yang diberikan Bupati ;

Baglan Kellma

Dlnar Pefiubungan, Komunlkacl dan Informatlka

Paral 15

hubungrn, Komunlkagl dan Informatlka memBJnyd ttrgas rnembantu

dalammenye|engga'.axan.-.seuagianUrusanPemerinbhandibidang

Pasal 16

anakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatas'

fiiiin r iiiioa n hf drmr il ka me nyete ngg arakan tu ng si :

kebijakan Teknis dibirJang Perhuburpan' lnformatika' Pos dan

t

Urusan PErnerinbhan sesual bidang tugasnya ;

bantuanPelayanandanPerizinanda|ampe|aksanaanPelayanan

brhdap UPTD dan kelompk iabatan turgslonal ;

banar€ mllik / kekayaan dmnah yam meniadibnggung jawabnya ;

kebb usahaan DNnas ;

atas pelaksauat tqasnya ;

lapran lras$.evaluasl, sarian, dar perlimbangan dibldang [4as

furuslnya kePada Bryati;

ttgas hin Yarg dlbedkan BuPati'

uttugra.r#bttts,'""'- "" Eotlrllralt l dol 19



Pekerjaan Umum mempunyai . tugas ...membantu 
Bupati dalam

;ffikan sebagian urusan pemerlntahan dibldang pekerjaan umum.

Baglan Keenam

Dlnas PekerJaan Umum

Pacal l7

Pasal l8

Prral19

Paul fll

:
Pasal 17 diatas, Dinas

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Bn Umum dan Tata Bangunan mempunyal rungsl :

kebljakan Tekn|s dibidang Pekefaan Umum dan Penataan Wi|ayah ;

Unsan Pemerinbhan sesual bldang tugasnya ;

Pedzinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Umum ;

brtradap UPTD dan kelompkfabatan fungsional :

banang milik / kekayaan daerah yang menjadibnggung jawabnya ;

ketata usahaan Dinas ;

atas pelaksanaan tugasnYa ;

|aporanhas|leva|uasi,Earan,danpertimbangandibidangtugas
'ftrng'slnya 

kePada BuPati ;

llelalsanaan [.gas laln yang diberikan Bupati'

Baglan KetuJuh

narPer|nducb|an,Peradagangan'Kopenr|,UcahaKec||danMenengah

Perindtstdan, Perdagangan, Koprasi, usaha Kecil dan lr'lenengalr mempunyai

ffiffin, Birpau,i.lailmenittenggaqFq t$n-ry:l-fydnbhan
F;,rdrrt di,, perdagangan, i6p.-ritl, usaha xecll oan lrlenengah.

rnelaksanaltan ugas sabagainnna dim.F{ dalarn Pasal 19 diahs, Dinas

;id;, F;d.g.,r6., dp.*i, usatta kedtdar tlenengah mempunyaltungsi:

keblakan Toknis ditrldang Perindrsfrlan, Pedagangan' Kopenasi'

kecll dan llenengah ;



tn Urusan Pemerinhhan sesuai bidang tugasnya ;

'rornrn 
dalam rangka odar1ry1 ttl1lT:i1"'

,riJ.O UPTD dan kelompok iabatan tungsional ;

r banang milik / kekayatn ltton yang menjadi tanggung iawabnyaj

atas Pelaksanaan 
tugasnYa ;

r lapran hasil.evaluasl"saltan' 
dan pertimbangan dibidang tugas

r kepada Bupati ;

tugas lain Yang diberikal B:?tti- 
Baolan KedelaPan

Dlnag Pendapatan, 
ptng;;ittn Keuangan dan Aseet Dasrah

Pagal 21

Penseroraanreulry.t1:ifl ,,f ::|3TflHn'ffngiitfr :frdapatan, Pengelolaan 
-Keuangan' 

udrr npgsr -un 
bt*ttntahan dibldang

itoJ' l.r.thenyelenooarakan 
sebagian urus

n, Pengelolaan Keuangailo:t T:t 
Daerah'

Pasal 22

me|aksanakantugassebagaimanadimaksudda|amPasa|2ldiatas,Dinas
phn, Ponserota,n n"'ffi ffiTt qi::y*::llHlu.*.n, o.n

f'ilH\:TJ:ffi ;fi;;'p'on'PenseroraanKeuatqan'dan

ketata usahaan Dinas ;

ketab usatraan Dinas:

abs pelaksa63l lugasnp i 
n, dan pertimbangan dibidang hrgas

r hPnniasll.evaluasi
tepad. Bupati;

tugas lain Yang diberikan BuPati'

llrurfrsjrlrw*lvtr"""""' 
"' Halstgt 5 dsl 19
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pelaksanaan. kebifakan dibidang Pendapahn' Pengelolaan



Slpll'

Baglan Kesembllan

Dlnas Kependudukan dan Catatan Slpll

Paeal 23

Pasal 24

n dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam

l.ir,liiii u'"rin ptt f;nttian iibidang Kependudukan dan

-rnelaksanakan tugas sebagaimana Oiml!1y!.Oalam Pasal 23 diatas' Dinas

il1ilffi d; ctttLn sipn minvelenganakan tungsi :

kebijakan Teknis dibldang lGpendudukan dan Catatan Sipil;

n Urusan Pemedntahan sesualbidang tugasnya;

pelaksanaan PelaYanan Umum;

[tttd.p UPTD dan kelompkfabaEn tungsional;
'""".Jii,* i*.t v*t o""6 yang menJadibnggung jawabnya;

Pengelolaan ketata usahaan Dinas;

atas Pelaksanaan tugasnya;

;p.;; ;.tll.evalJasi, saran' dan pertimbangan dibidang tugas

lan'ttndstnva rePaoa Bupati ;

ir.f.rttn.r.n [rgas lain yang diberikan BuPati ;

Baglan KecePuluh

Dtnae Pertanlan, Petemakan dan Perltebunan

Prcal 25

'Pe*i[.rnan 
dan Kehubnan '

Prgal 26

,pertenlan, petarnakan dan Pertebunan mempunyai [rgas membantu Bupati

I nnnpbnggarakal *ift6!ff- Fetnittntitan 
- 

dibidans Perbnian'

f

t;
:: .
. ; -.:"
:t:

t -t'

-f -t

l--:,t-r:l:i
ItlT
I

i
'i.

mslaksanakan tugas sebagalmau dimaksld dalam Pasal 25' Dinas

;;Ptfi;k n aai pe*ebu'irrn mempunyalturgsl :

rkebilakan Teknb diMang Perbnlan' Psbmakan dan PerkEbuna :

Pedzinan, pelafdnan rlalam rangka kelancanan pelaksanaan Ugas ;

I -- --_-_

brhdap UPTD dan kebmpo* Fbahn tungsional :



barzng milik / kekayaan daerah yarp menjadi tanggung jawabnya ;

ketata usahaan Dinas ;

atas pelaksanaan tugasnYa ;

tugas lain yang diberikan Bupati i i

lapran hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibkJang tugas

hrndsinYa kePada BuPati'

Baglan Kesebelac

Dlnae Kahutanan

Paral 27

melaksanakan tugas

hutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan

U6rn pe#rintitran iiOiOang lGhutanan serta merumuskan kebljakan

perc ncanaa sesual petraturan perundang'und angan yang berlaku'

Paeal 28

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas

mempunyaifurqsi :

ponyusunan perencanaan prcgram kaia bldang kehutanan :

rkebljakan Teknis dibHang lGhutanan ;

Perizlnan, pelayanan dalam nangka kelancaran pelaksanaan bgas ;

terhdap UPTD dan kelompkJababn tungsional ;

banang milik / kekayaan daerah yang msnJadihnggurq iawabnya ;

ket# usahaan Onas ;

tugas laln Yang dibedkan Bupti ;

Baglan Keduabslas

Dlnac lGlaubn drn Perlkanan

Pmd29

dan Perikanan mompunyd hryas membantr Bupati dalam

seUrutan urusan pemertnuhan dltrldang tGlauhn dan Peilanan'

oqfrd,,ntt,[ s*rSbaO3t"""""' "' nelmt 6 U t9
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Pasal 30

Tiehksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Dinas Kelautan

kebijakan tehnis di bldang Kelautan dan Perikanan;
tt

Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;

UPTD dan Jabatan Fungslonal ;

Bar:ang Milik / Kekayaan Daerah yang menJadibnggung jawabnya;

Ketatalaksanaan Dinas ;

atas Pelaksanaan Tugas ;

Laporan HasilEvaluasi, Saran, dan Pertimbangan di bidang tugas

fungslnya kepada Bupati ;

tugas lain yang diberikan Bupati .

Baglan Kedgabelac

Dlnae Pertambangan dan Energl

Pagal 31

PerbmbarBan dan mempunyai tugas rnembantu Bupati dalam

sebagian urusan Pemerinhh dl bidang pertambangan dan energi.

Pacal 32

rnelaksanakan hrgas sebahaglan dimaksud dalam Pasal 31 Dinas

dan energi mempunyai fungsl :

rkebfiakan tehnls dibldarg pertambangan dan energl

perEfnan-dan pelaksanaan pelayanan umum ;

Pemblnaan UPTD dan Jabatan Fungslonal ;

banang mllik / kekayaan daenah yang menjadi tanggung jawabnya ;

kstablaksanaan DNnas;

atas Pelaksanaan Tugas ;

Laporan Evaluasl, Saran, dan Perdmbangan t4as dan fungsinya

Bupati ;

Tugas laln yang dibedkan Bupati .



BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAEMH

Pasaf 33

terdid dari 1 (satu) sekrctariat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bidang,
terdid dari 3 (liga) Sub Bagian maslrry'masirg bldang terdirl dari paling

3 (tiga) seksl;

brdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 7 (tujuh) bldang,
tardirldari 3 (tiga) Sub Baglan masing-masing birlang terdiri dari paling

3 (tiga) seksi;

Teknis pada Dinas terdiri 1(satu) Sub Bagian tata usaha dan

Pelaksana Teknls Dlnas yang belum terdapat Jabatan fungslonal dapat
pallng banyak 2 seksl ;

Pelaksana Teknis dinas dapat dibentuk sesuai kebutuhan Daerdh;

Pelaksana Teknls Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

organisasidan tah kerjanya ditetapkan dengan peraturan Bupati ;

Dinas dapat dlbentuk kelompk Jababn Fungslonal sesuai kobutuhan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baglan Pertama

Dlnar Pendldlkan

Pagal 34

Pendidikan terdirl dad :

CInas;

,, Bldang Pendldlkan Dasar;

BHang Pendldlkan [,lenengah ;

Pendldlkan ibn Forml;

Dinas membawahl:

&b Baglan Pemncauan;

Sub Eaglan Umum dan lGpeganalan;

Sub Baglan K,euangdt.

Arll&rdalar/lrttIffiry_tttl-..-..----. .-. tdmi 7 M 19
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Pendidikan Dasar membawahi :

Seksi Kurikulim Pendidikan Pnasekolah dan Sekolah Dasan

Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

; SekslSekolah Menengah Pertama.

Pendidikan Menengah membawahi :

€ekslKurikulum SMU dan SMK;

Seksl Sekolah Menengah Umum;

, 
- SekslSekolah lvlenengah KeJuruan.

Pendldikan Non Formalmembawahi :

SekslPendidikan Luar Sekolah ;

Seksl KaJar Usaha ;

SeksiSokolah Luar Biasa (SLB),

Baglan Kedua

Dlnas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parlwlsata

Pasal 35

Onas Pemuda,Olahraga, Kebudayaan dan Parlwlsata terdiridari :

a. Sekretarb Dlnas;

i:b. Bidang Pemda dan Oahraga ;

c. Eidang KeMayaan;

BilJang Pariwisata.

Dlnas membawahi:

Sub Baglan Pepncanaan;

Sub Baglan umum dan Frepegawaian;

Sub Baglan Keuangan.

Pemtda, Olahraga membawahi :

Seksl Pemblnaan Generasl ftirda;

c. SekslPondaban, lv'lonlbring dan Evaluasi.

&ksiOlahrrua ;



Purbakala dan Cagar BudaYa;

SeJarah dan Nilal Budaya ;

Kesanlan, Bahasa dan Sastra.

Pengembangan Produksl dan Pemasaran ;

Usaha Jasa dan Usaha Sarana ;

Obyek Daya Tarik Wsaa dan EstAndar Mutu Produksi.

Baglan Ke{lga

Dlnar Kerehatan

Pasal 36

Dinas;

Promosl dan Penyehabn Lingkungan Pemukiman;

Pemb€rantasan Penyakit dan Penyehatan ;

Kefarmaslan dan Regdit Sarana Kesehatan ;

Pelayanan Medis, Sesga Gizo dan Puskesmas ;

Dinas membawahi:

B4lan Pererunaan;

Baglan Umum dan Kepegawalan;

Baglan Keuangan.

Promosl dan Penyehatan Ungkungan' Pemukiman mem bawahi :

Penphatan Lingkungan Pemukiman.

Penberantasan Penyakil dan Penyehatan membawahi :

Pemberanbsan Penyakit lvfEnula[

Baffz.

Sumibnodan lmunbasl.

vttr*uottu-r"""-"" "' H&mn t dsl 19
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Kesehabn;



kefarmasian dan Regdit Sanana Kesehatan membawahi :

Makmin, Kosmetik dan Narkoba;

Regdit Sanana dan Perizinan Kesehatan;

Obat dan Perbekalan Kesehatan'

frbyanan Med is, Kcsga Gizl dan Puskesmas m€mbawahi :

Pelayanan iredb, KlA, KB dan Matra ;

Glzl;

Puskesmas.

Baglan KeemPat

Dlnas Sogtal, Tcnaga Kerfa dan Trarmlgrasl

Pasal 37

Sosial, Tenaga Keria dan Transmlgraslterdirldad :

Dinas;

Sosial;

Tenaga Keria ;

BHang Trarsmigrasl.

Dinas membawahi:

Sub Eaglan Pererrcanaan ;

,' Sub Baglan Umum danKePegawaian;

- Sub Bagian Keuangan.

Soslal membawahl :

Seksi Rehabllitasl dan Pembedayaan Soslal;

SekslJaminan dan Bantuan Soslal.

Tenqa Kerfa membawahl:

Seksl PerBmp#n Tenaga lGrfa dan Peduasan Kerja;

,Seksl Pmgram Peladfran dan Serdfikasi,

Transmpnasi membawahi :

:-' Se1s1 Perpembangan l(afiasan Transmigrasl;

r. &ksl Pemtrinaan dan Usaha Ekonomi,

i,
r!
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Baglan Kellma

Dlnas Perhubungan, Komunlkasl dan lnformatlka

Pagal 38

Komunikasl dan Informatlka terdirldari :

Pefiubungan Daraq

Perfiubungan Laut;

Komunikasi dan Informatika ;

Dlnas membawahi;

Baglan Perencanaan;

B4lan Umum dan KePegawaian;

Baglan Keuangan;

Pertrubungan Darat membawahi :

Lalu Lintas, Keselamatan dan Teknik Sarana ;

AngkuEn dan Pnsanana.

Pefiubungan Laut membawahi :

Lalu Untas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayanan;

Seksl Kepelabuhanan.

Komunlkasi dan Informatika membawahi :

Seksl lomunlkasidan lnformatjka ;

Seksl Pos dan Telekomunikasi,

Baglan Kecnam

Dlnar Pekerfaan Umum

Paral 39

PekerJaan Umum brdiridari :

Sekretarb Dinx;

Survay dan Pendataan;

Opts Ksrya;

. Bldsng Blnamaqa.

EHang Tah Bangunan.

!".



I Sub Bagian Perencanaan;

: Sub Baglan Umum dan KePegawaian;

r Sub Baglan Keuangan.

Sunmy dan Pendataan membawahi :

Seksi Survey dan Program;

Seksl Pendataan dan Pengendalian.

Clph Karya membawahl :

Seksi Perumahan dan Pemukiman;

SekslAir Bemih, lrigml dan Bangunan Pengainan.

Binamarga membawahi:

Seksl Peralatan dan Perbekalan;

Seksl Pembangunan, Pemellharaan Jalan, Jembatan dan Legger.

Tata Bangunan

Seksi Penataan, Regisbasi, Pengukuran dan Pergawasan ;

SeksiTata Bangunan, Pengembangan Kawasan dan Perlzinan.

Baglan Ketufuh

Perlndustrlan, Pedagangan, Koperall Useha Kecll dan Menengah

Paral {0
,Dinas Perirdusfian,Perd4angan, Koperasi Usaha Kecil dan lv{erengah terdiri

Sekmbrb Onas;

BldarU Perdagangan;

Bldang Perlndustlan;

BUang Koparasl, Usaha Kecildan l,bnarBah.

Dlnas lerdiridari:

Sub Baglan Percrcanaan;

Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;

Sub Baglan Keuangan.



I

Perdagangan membawahi :

Usaha dan Pemberdayaan Perdagangan;

Pendaftaran dan InformaslPreusan ;

Pengawasan, Meterologl dan Perllndungan Consumen.

Seksl Pendaftaran Perilnan dan Usaha Perindustrian;

Seksl Pembinaan Tefiadap Gangguan dan Dampak Lingkungan ;

Pengolahan Data dan Pengembangan IKBM'

Kopenasl , Usaha F.ecildan irlenengah membawahl :

:Sefsl pemUinaa Koperasi, Usaha Keclldan [lenengah ;

-Seksl 
Permodalan, Simpan PinJam dan Jasa Keuangan ;

Seksl Pendaftarian Koperasl, tr,lonitorlng dan Evaluasl.

Baglan KedelaPan

Dlnar Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Ascot Daerah

Pacal 41

PeMapatan, Pengelolaan Keuangan dan lsset terdiri dari :

Sekretails Dinas;

Bldang Pajak dan Retibwi;

Bidang Perberdaharaan dan Vedfikasi;

BHang Akunhnsl dan PelaPnan

Bldang Pengelolaan Aset Daerah.

Sub Baglan Pepncanaan;

Sub B4lan Umum dan lGpegawaiau

Sub Baglan Keuangan.

Pafat dan Rotihtdmembawahl :

I Setst Pendahan, Penebpan Palak dan Reflhsl ;

_ S€hlPenagltun PaJddan Rs8lbusl.

b&tr',.gr*l'tror',"""""' "' Ealm' t0 t'sl t9
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Langsung;

Tidak Langsung.

Perbendaharaan dan Verifikasi membawahi :

Akuntansi dan Pelaponan membawahi :

SeksiAkunhnsi;

SekslPelaPran

ing Pengelolaan Asset Daenah mambawahl :

-Sbksl 
Perencanaan dan Pemeliharaan;

Seksl Inwntarisasl dan Penghapusan.

Baglan Kerembllan

Dlnar Kcpendudukan d8n Catatan Slpll

Patal 12

Keperdudukan dan Cabtan Sipllterdiri dari :

Sekretarls Dlnas;

Bldang Kependudukan;
BHarE Catabn Slpil;
Bidang Pegdahan Data, lr,lonitorirB, Evaluasi d an Pelaporan ;

Sub Baglan Perencanaan ;

Sub Baglan Umum dan KePgawalan;

. Sub Baglan lGuangan.

lGpendudukan membawahi :

Selsi Pelayanan Pendafraran Penduduk ;

Seksi Mutasl dan Pengendalian Penduduk.

Cgtabn Slpll membawahl :

Sekl Pelayanan lJ<ta ;

Seksl Pertawinan, Percsraian dan Pengarqkabn Anak.

Pegolahan h, Monbing, Evaluasldan Pelapran membawahi :

Seksl Perqotahan tlata dat $aUs{k;

Seksl lrlonitorlng, Evaluasl dan Pelapnan.



Baglan KesePuluh

Dlnas Pertanlan, Perkebunan dan Peternakan

Paral 13

Pertanian, Perkebunan dan Petemakan hrdiridari :

Dinas;

Pertanian;

Petemakan;

Perkebunan;

Dinas rnembawahi:

Baglan Perencanaan;

84glan Umum dan KePegawalan;

Bagian Keuangan'

Pertanian mombawahl:

Produksl Tanaman Pangan ;

Pengelolaan Lahan dan Alr;

Seksl Sarana dan Prasariana.

Petemakan rnembawahi:

l'Setst Produksi Temak ;

Soksl lGsehatan Hewan dan Kesmavet;

Seksi Pembibitan, Penyebaran dan Pengawasan Temak'

Perkebunan membawahl:

Ppduksi Perkebunan;

SekslPer4olahan dan Pomasanan ;

Holflkuttuna.

Baglan Kerebelas

Dlnar Kehutanan

Pmrl 44

f.shuhnan brdiridari :

Dnas;

BUang Pengawasan, Pemblnaan dan Perlirdungan Hubn;

lrwenbrbasldan Tab Guna Hubn ;

Perqu*aan Huhn;

Rehsllihsl dan Blna Produksl Hutan.

trl,ft.tull,tr#btftrl."""""' "' Eeldltll0ir Il M I9



Dinas membawahi :

Bagian Perencanaan;

Bagian Umum dan lGPegawaian;

Bagian Keuangan.

ng Pengawasan, Pemblnaan dan Perlindungan Hubn membawahi :

Seksl Psogawasan dan Perlindungan Keamanan Hutan ;

b, Seksi Pembinaan, Komennsi dan Rehabilitasl Hutan'

Bldang Invenhrisasldan Tata Guna Hutan membawahi :

- Seksl Inventarisasi dan Perp€taan;

Seksi Pengendalian, Evaluasidan Pelporan ;

Penguasaan Hubn membawahi :

Seksl Produksldan Peredaran Hasil Hutan ;

Seksi Perizinan, Pengelolaan dan PenguJlan Hasll HuEn'

Rehabilitasidan Bkra Produksi Hutan membawahi :

Seksl Retrabilitasl dan Konservasi;

Seksi Penyuluhan dan Perundang'Undangan'

Baglan Keduabelag

Dlnas Kelautan dan Perlkanan

Paral 4li

-Dinas Kelaubn dan Perikanan terdirldari :

Sekrstails Dinm:

Bldang Penelitian dan Pengembarpan Usaha Pedkanan ;

Bidang Pengawasan Sumber Daya dan Perllndungan Paslsit:

BHarB Ptoduksldan Deb;

Bldang Pengolatnn Usaha Perikanan dan PEmasaran'

Sub B4ian Perencgtaan;

Sub Eaghn Umum dan lGPegawalan;

Sub Baghn Keuaryal

Penetidan dan PerBembangan Useha Perikanan mmbarahl:

Seksl Teknologl lG|arnil dan Pedkanan;

Seksl PerUembangan SDM dan lGlembagaan.
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Pengawasan sumber Daya dan Perlindungan Pesisir membawahl :

Seksi Pengawasan Sumhrdaya Kelautan dan Perikanan;

=Seksi Pengelolaan Pesisir.

Produksldan Dah membawahl :

Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya ;

Seksi Data dan Perizlnan'

Pengolahan Usaha Perikanan dan Pemasaran rnembawahi ;

Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;

'Seksi Pemasaran Hasil Perikanan ;

Baglan Ketlgabelaa

Dlnac Pertambangan dan Energl

Pasal 48

Pertambangan dan Energl terdirl dari :

SekrEbris Dinas;

Bldang Geologi dan Sumberdaya Minenl;

o Bidang Pertambangan Umum;

Bldang Energi.

,,Sekrstadat Dinas membawahi :

a, Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Umum dan KePegawalan;

Sub Baglan Keuangan.

Goofogl dan Sumberdaya Minerzl membawahi :

' Seksl Pemehan dan Penyiapan Wlayah:

: SekslPeralatan dan Laboratodum ;

, 88kti Pergelolaan A,lr Bawah Tanah dan Permulean'

Pedarnbangan Umum membawahi :

Explorcldan Expbitasl;

SeksiPengavrasan dan Pengendalian Tambarq ;

: 
Seksi Pendaftaran dan Perlzrinan Perhmbanga n.

Enerylmembawahl:

. Setstl,flfi)"8k dan Gas;

Seksl Kebnaga Listikat ;

Seftsl hngawasan Minfak, Gss dan Kdnagalisfikan'

onlr,bgtu *rFbtttr------.---- "' Ilattalglr l3 fu'l 19



BAB V

KELOMPOK JABATAN FU NGSIONAL

Paeal 47

Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompk Jabatan Fungsional sesuai
bordasarkan p€ratrran Perundang Undangan yang berlaku,

Paral 48

Kelompok Jabatan Fungsional tediri dari sejumlah tenaga fungsional yang

brbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya;

Jumlah jabatan fungslonal sebagalmana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

berdasafian anallsls kebutuhan dan beban kerja;

- Jenb dan JenJang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sesual dengan perdtunan perundang-undangan yang berfaku,

BABVI

UNTT PEL{KSAM TEKI.IIS DINAS

Pesal 4{l

Dillngkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompk Jababn Fungsional sesuai

lebutuhan berdasarkan perafunan Perundang Undangan yang bedaku.

Unlt Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pembentukan Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII

TATA KERJA

Pacal 50

Dinas dalam melaksanakan bgas dan fungsinya wajlb bekerja sama
lGpafa Satuan KerJa Penngkal Daenah lalnnya dlbawah pimpinan Bupatf.

Pmal 51

Dhas dalam melaksanakan h{as dan furBslnya, wajlb menenpkan slstem
kineda aparatur.

Prcrl 52

satuan oqailsad dalan melaksanakan Ugas maslng+nasing wajlb
*an prlnslp koordlnan Inteprasl, dan sfnkmnfsasl dalam lingkup Insbnslnya
dalam hubungan dengan lmtaml laln.

Prrrlllil
satran organlsasf wajlb nrnenapkan sislem prpendallan Inbren di

masfngmaslrp !'drg memungkinkan terlaksananya mekanlsme uJl Clang.



I

j

Pasal 54

pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

bawahan masing-masing dan memberikan

an serta petunjuk bagi pelaksanaan ttgas bawahannya.

Paeal 55

melaksanakan tugas, setiap plmpinan satuan organisasi unjib melakukan

dan pengawasan terhadap satuanorganlsasi dibawahnya.

BAB VIII

ESELON, PENGANGIGTAN, DAN PEMBERHENTIATI

Pasal 56

Dinas diangkat dan diberhentikan obh Bupatl setelah mendapat kan

tertulis dari Gubemur;

Dinas adalah adalah Jabatan StrukturalEselon ll,b

Dfnas diangkat dan dlbefionlikan oleh Bupad ;

Sekretaris Dinas adalah Jabahn StuhuralEselon lll,a

lGpafa Bidang diangkat dan dibefienUkan oleh Bupati ;

:lGpala Bidang adalah Jabatan Sfuhunal Eselon lll,b,

Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhenijkan

Bupati ;

lGpala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD adalah Jabatan Stuktural
lV.a

BAB IX

AOMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Paul 57

n dan pengelolaan admlnlshasi kepegawaian, lenaga
dan penandlan dlselerpgarakan oleh maslng-maslng Dinas.

perfengkapan,

Pud 58

yang dlperfukan bagf pelahana tugas masirBrnaslng Dlnas
pada Anggalan Pendapabn dan Befania Daerah.

BABX

XFTENruAfl PEMU}IAN

Prrrl 59

laln yang betum dlatur dahm Perailran Daorah Inl sepanpng merpenal
akan dltetapkan dengat Parahtran/lGputsan Bupad;

EtuHtr*entrl....-. --.- Ilebrsr It &rl It
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ha|pengembanganOrganisasidanTataKerjaDinasDaerahKabupaten
utara, j i ka te rd a p at nome nk latu /sfl hI op-11.':1 f il id: I^,tt^t'"ti
ill,i,rffi ;;;il'rri, orprt di takukan penyesuaian yang ditetapkan

Peraturan BuPaU'

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

saat Peraturan Daerah lni mulai berlaku maka Peraturan Bupati Buton utara

r 01 Tahun 2007 tentans olJrsttiPt"ns[1 DT* f::3^1t3l :*:l,l'ff
v!;g 

"6#nt .i;.'o-.r1lr. Fr"tr". Daerah Inl dinyatakan dicabut dan

berlaku'
Pagal 6l

Unan Daerah inimulal berlaku pada bnggaldiurdangkan'

senap orane mengehhuinv.: m'Il!l?111tr1fff :331-::f|1:' 
Daerah

ffi ''|#ffi;;ffi;L;roron 
Daerah Kabupate n Buton utara'

DitetapkandiB u r a n g a

pada tanggal 19 Juli 2008

Pj. BUPATIBUToN UTAM,

CaP I Ttd

KASIM,SH

dlB u r a n g a

urigal 2&usts 2008

SEXRETARIS DAEMTI,

Crilttd

Dn. H. LAODE IIASIRUN
Fem6lna Utarna Mda, lV/c

NrP.050032105

DAERAIT 

'$BUPAIEN 
BWON WAFE IAHUN zNE NOHOR 1



PENJELASAN
ATAS

PEMTUMN DAEMH MBUPATEN BUTON UTAM

NOMOR 4 TAHUN 2OO8

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAEMH

KABUPATEN BUTON UTARA

Dasarutamapenyusunanperangkatdaerahda|ambentuksuatu
rr.ri-totrar'ii.nvt Perituian P6merintah Nomor 3s,]{Y fl1;;;t;;; pemeriritanan vang ry..1;tdi 

kewenangan dmrah' yang

ii.,i ,6.h wajib dan uirsin pilihan, namun tidak berarli bahwa

ffi;"il;rg*;; ;rran pemerintahan harus dibentuk ke dalam

tersendiri.

Bahwasebagaimanadiamanatkanda|amPeraturanPemerintah
i ll f.f,un i't aann penyelenggaraan pemeri.ntahan daerah,

t Orlril dibantu oteh perairgfl Oaifun yang terdiri.dari.unsur staf

membantu p€nyusunan kebfiakan. dan koordin?1-,11y:11 ::fT;d;;t se'uagal unsur iendukung.tugas kepap daerah.dalam

unrn Orn pelaksa-naan kebijikan Oaerratr yang bersifat spesifik.

Dengan perubahan Undang'Unda1g .Nomor 
32 Tahun 20Ol' mEka

-ffit ,fihii ierrro.ga?n se0daknya. brwadahi tungsi-tungsi

d#'ffi G;;tut pada maitngmaslng tingkatan pemedntahan.

dan Pemerintah KabuPaten.

'i

h1,hn 5,tatr;-j,x,tta;...--------. "' Hotrrttrrllt 11 tH t9



Guna mewadahi organisasi Perangkat Daerah sebagaiaman

dituangkan dalam Pertaturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, guna
- 
menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas,

pefembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara
legas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas

: perfudibentuk organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton

;- PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pagal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas,

Ayat(2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas,
raraf 3

Ayal (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

CukupJelas.

5

CukupJelas,

6

Ayal (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

CukuP jelas,

7

Cukup jelas,

8

Cukup jelas

Pacal I
Cukup jelas.

Cukup jelas.

l1

Cukup ielas,

10

12

15

t8

t9

Cukup jelas,

13

Cukup jelas,

: Paral 14

Cukup ielas.

Cukup plas,

iral 16

Cukup jelas,

Hd17
Cukupfelas.

Cukup Jelas,

Cukup felas.
m

Cukupfelas.

21

Cukupplas.

ettutalrwwtnr""" "" Hate"sr It M 19
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Pasal22

Cukup jelas.

Pagal 23

Cukup Jelas.

Pagal 24

Cukup Jelas, -

Pagal 25

Cukup Jelas.

Pagal 26

Cukup felas,

Paral 27

Cukup Jelas.

Paral E
Cukup jelas,

Paral E
CukupJelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

CukupJelas.

Pagal 32

Cukupfelas.

Paml33
Ayal (1)

CukupJelas.

Ayat(21

Cukupfelas.

Ayat (3)

CukupJelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat(5)
CukuP jelas'

Ayat(6)
CukuP jelas'

Ayat(7)
CukuP jelas'

Pagal 34

AYat (1)

Pagal 35

AYat (1)

Pud36
, AYat(1)

CukuP jelas,

Ayat (2)

CukuP jelas.

Ayat(3)

CukuP ielas,

Ayat (a)

CukuP jelas.

Ayat (5)

CukuP jelas.

CukuP ielas.

Ayat (2)

CukuP ielas.

Ayat (3)

GukuP ielas.

Ayat (4)

Cukup ielas'

Ayat (5)

CultuP ielas.

CukuP felas'

OtrilladLtu tt'tr*l*,! lL11tr"""""- "' Ealotrrlr 16 U It
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Ayat (2)

CukuP jelas,

Ayat (3)

CukuP jelas.

Ayat (a)

CukuP Jelas.

Ayat (5)

CukuP jelas.

Ayat (6)

CukuP jelas.

37

Ayat (1)

gukuP jelas

AYat (2)

CukuP jelas'

AYat (3)

CukuP jelas'

AYat (4)

CukuP jelas'

Ayat (5)

CukuP Jelas'

Paral 38

AYat (1)

CukuP felas'

AYat (2)

CukuP lelas'

Ayat (3)

CukuP felas'

AYat (4)

CukuP felas'

r
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Ayat(5)
CukuP jelas'

39

Ayat (1)

CukuP jelas.

Ayat (2)

CukuP jelas'

Ayat (3)

CukuP jelas'

Ayat (4)

CukuP jelas,

Ayat (5)

CukuP iolas'

Ayat (6)

CukuP jelas'

40

Ayat (1)

CukuP jelas'

Ayat (2)

CukuP |elas'

Ayat (3)

CukuP ielas'

Ayat (4)

CukuP felas.

Ayat (5)

CukuP Jelas'

11

Ayat (1)

CukuP Plas.

Ayat (2)

CukuP felas.
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Ayat (3)

CukuP jelas'

Ayat (4)

CukuP jelas'

Ayat (5)

CukuP jelas'

Ayat (6)

CukuP jelas'

Ayat (i)
CukuP jelas.

Faral 12

Ayat (1)

CukuP jelas'

= Ayat (2)

CukuP jelas

AYat (3)

CukuP jelas

Ayat (a)

CukuP jelas'

Ayat (5)

CukuP ielas.

Pasallil
, Ayat(1)

CukuP Jelas.

Ayat (2)

CukuP Jelas'

Ayat (3)

CukuP Jelas.

Ayat (4)

CukuPfelas.

Ayat (5)

CukuPielas.
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Ayat (1)

CukuP jelas'

Ayat (2)

CukuP ielas'

Ayat (3)

CukuP jelas'

Ayat (4)

CukuP jelas'

AYat (5)

CukuP jelas'

AYat (6)

CukuP felas'

15

Ayat (1)

CukuP jelas'

Ayat (2)

CukuP ielas'

Ayat (3)

CukuP ielas'

Ayat (4)

CukuP jelas'

Ayat (5)

CukuP ielas'

Ayat (6)

CukuP jelas'

1S

Ayat (1)

CukuP Jelas.
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CukuP jelas.
Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Paeal 47

Ayat (3)

Paral 49

Ayat (1)

Ayat (2)

Paral 50

Cukup jelas'

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas,

felas

lelas

felas

felas

Jelas

Paral 5l
Cukup

Purlllll
CukuP

Paral 50

CukuP

Panl5{
CukuP

Pagrl 55

CukuP

CukuP jelas.

CukuP jelas,

CukuP Jelas,

Ayat (1)

Ayat (2)
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Ayat

CukuP jelas'

(2)

CukuP jelas.

(3)

CukuP jelas.

(4)

CukuP jelas,

(5)

CukuP jelas'

(6)

CukuP felas.

(7)

CukuP ielas,

(8)

CukuP jelas.

Cukup jelas.

58

CukuP jelas.

59

CultuP felas'

80

CukupJelas,

6l

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

CukupJelas.

Ayat

Ayat

57
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